
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 40 TAHUN 2009 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KOTA PALEMBANG TAHUN 2010 

DENGAN RAHMATTUHA~ YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

I 
enimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini adalah 

dokumen rencana D~erah tahun~n yang memual program, kegic;1tan 
.dan rencana anggaran untuk periode 1 (satu) tahun dan sebagal 
pedoman dalam penyusunap Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

I engingat 

Belanja Daerah (RAPBD) ; 

b. bahwa berd,SS!Jrkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-U_ndang 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahon 2004 tentang Sistern 
Perencanaan Pembangunan Nasional ·dan Pasal 33 · ayat (3) 
Peraturan Pernerintah Nom:C,r 58 . Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah serta Pasal 23" ayat (1) Peraturan Pemerintah 
nomor 8 Tahun 2008 14;lntang Tahapan, Tata Cara Penyusunan 
Pengenclaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah, maka ~encana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), peril! 
,ditetapkan dehgan Peratyraj, Wallkota Palembang ; 

c. bahwa berdasarkari pertimbangan sebagaimana dimaksud pacta 
huruf a dan huruf b, perlu 'rnen.etapkan Peraturan Walikota tentang 
Rencana Kerja Pemerin~h Daefah {RKPD) Kota Palembang 
Tahun 2010. 

1. Undang-Undang N6mor 28 tahun 19.59 tentang Penib~ritukan Daerah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara RI 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

2. ~~~~~g-Undang Nomor 1;0 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-un<:1angan (Lem.baran Negara R\ Tahun 2004 
Nomor 53, T-arnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 4389); 

3. Undang-Undang -Nomor 17 T-ahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RI Tah1.1n 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4287); 

4. Ur\tlang-Undang Nomor 25 Tahun· 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4421); 

5. LJndang0 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lenibaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lernbaran Negara RI NomQr 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir kali denga11 Uhdang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ·(Lembaran Negara RI Tahun 2008-Nomor 59, 

. ' Tambahan Lemba~n Nega!:cl RI Nomor 4844); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 _tentang Perimbangan 

Keuang1m, antar Pemerintah Pusat dan Pemerfntahan Daerah 
{Lemba'ran r:,.legara RI Tahuii 2004 Nomor 128, Tambanhan Lembaran 
Negara RI Nomor 4438); 



7. Pcroluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tent.ing Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerint:ah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembag1an 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah 
Provinsl, dan Pemerintahap Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Oaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4738); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasl Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21. 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana t~lah diubah 
dengan Peraluran Menter! Dalam Negeri Namer 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan P~raturan Daer,ah dan Peraturan Kepala Daerah; 

13.Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2007 Nomor 2); 

14.Peraturan Daerah Kata Palembang Namer 6 Tahun 2008 tenlang 
Urusan Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran Oaerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

15. Peraturan Oaerah Kola Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Penibentuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola Palembang 
Tahun 2008 Nomor 10). 

MEMUTUSKAN : 

Men0tapkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH (RKPO) KOTA PALEMBANG TAHUN 2010. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1 . D.:ierah adalah Kata Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kola Palembang. 
3. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kota Palembang. 
4. Walikota adalah Walikota Palembang. 
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjulnya 

disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kola Palembang. 

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Palembang. 

7. lnsp.ektur Kola Palembang adalah lnspektur Kola Palembang. 
8. Kepala Bagian Keuangan adatah Kepala Baglan Keuangan Setda 

Kota Palembang. 
9. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Badan, Dinas, Baglan, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan 
Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Perangkat Daerah lain di 
lingkungan Pemerintah Kola Palembang. 



10. REincana Pembangunan Jaogka Menengah Daerah Kola P.alembang, 
yang selanj utnya di~i,ngkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai 
tahun 2008 ~arnpai dengan Tahun 2013. 

11. Rencana Pembangllnan Tahunan Nasional, yang selanjutnya di~ebut 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan 
Nasional untuk periode 1 (s;.:itu) tahun. 

12.Rencana Pembangunan Tahunan Oaerah Kot.a Palembang, yang 
selarijutnya dl~ebl.lt RJ:!nq ma Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
adalah dokumen perencanaan Kola Palembang untuk periode 1 
(satu) tahun yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 
2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri [:)alam Ne_geri Nomor 59 Tahun 2007. 

14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBO adalah (encana keu~ngan tahunan pemet'intahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan 
ditetapka·n dengan Peratur~n Daerah. 

15.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dislngkat KUA adalah 
dokurnen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanJa dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
ta(Jun. 

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah raneangan program prioritas dan patokan batas 
maksimal anggaran yang dlberikan kepada SKPD untuk- setii:IP 
program sebagai acuan tjalam penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran $atuan Kerja Perangkat Qaetah (RKA-SKPD) setelah 
disepakati dengan DPRD. 

Pasal2 

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) rnerupakan penjabara·n 
dari R.PJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)1 

memuat rancangan kerang~a ekonoml daerah, priori\as pembangunan 
daerah, rencana. kerja dap pendana.annya, bai,k yang dilaksanakan 
langsung oleh Pemerintah Kota maupun yang ditempuh derigan 
mendorong pa•rtisipasi mas'yarakat. 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dlmaksud 
p,ada ,ayat '{1 ), menjadl : 
a. acuan ba·gl SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Peran.gkat Daerah (Rer\ja-SKPD) Tahun 2010; · 
b. peaoman bagi Pemerirylah Daerah dalam penyusunan Rancangan 

APBO Tahun Anggaral') 2010: 

(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal3 

Dalarn rangka penyusunan R;mcangan APBD Tahun Anggaran 2010 : 

a. Pemerintah Kola men·ggunakan Rencana Kerj~ pemerintah Daerah 
(RKPD) sebagai bahah untuk menyusun rancangan KU.A dan 
rancangan PPAS Tahun Anggaran 2010; 

b. Rancangan KUA dan rancang·an PPAS Tahun Anggaran 2010 
merupakan maleri pokok yar19 diajukan kepada DPRD berfungsl 
sebagai bentuk. pembica~an p~ndahulu~n Rancangan APBD Tahun 
Anggaran 2010; 



c. KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2010 yang lelah dibahas dan 
disepakati bersama antaral Pemerintah Kota dan DPRD dituangkan 
dalam Nola Kesepakalan yang ditandatangani bersama oleh Walikota 
dan Pimpinan DPRD. 

Pasal4 

Dalam hal Rencana Kerja Pemerjnlah Daerah {RKPD) sebagaimar:ia 
dimaksud dalam Pasal 2, berbeda dengan l<UA dan PPAS Tahun 
Angga(att 2.010 hasil per'nbahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS 
Tahun Anggaran 2010 hasii pembahasan dengan DPRD menjad, 
pedoman tiagi Pemerintah Kata dalam menyu~un Raneangan APBD 
Tahun Anggaran 2010. 

Pasal 5 

(1) SKPD membuat taporan kinerja lriwulanan dan tahunan atas 
pelaksanaan renoana kerja _dan anggaran yang berisi uraian te·ntang 
keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target 
s-asaran yang ·~elah•di~etapkan dalarn RP~MD. · · 

(2) Laporan sebagaimana dim~sud pada ayat (1), disarnpaikan kepada 
Bapp~da Ko~ Palembang, lnl?p~ktur Kata Palembang dan Bagian 
Keuangan Setda Kota. Palembang paling lambat 14 (empat belas) hari 
setelah berakbimya triwula~ yang bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi 
analisis dan evatuasi usulan anggaran tahun berikutny~ yang diajukan 
oleb SKPD yang bersangkutan. 

Pasal 6 

Peraturan ini mutai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang meng~tahuinya, memerfntahkim pengundangan 
Peraturan •ini denga.n penempatannya dalam Serita Oaerah Kota 
Palembang · 

nlMd,.,0(<"'1 ,r, P'•lembs,o 
P•d• u n~II' l- :, - 2001 

fE*: u· .. RIS D.AE!IAH 
KOTA P"1.EMIIA.'IG «; _:/?s ,,,. 

o re. H, M11Wln Hu m, n. M. SI 
l il11TA D,U IIMI KOTA l'Al fM~Al/1 

TAHU1<200' N0 ~!0/1 "f tl 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal \ ~.Ul-i ~ 2009 

MBANG, 


